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Abstrak

Profil konsumen produk pangan dan perlindungan hukum mereka terhadap persyaratan
pelabelan adalah tujuan dari penelitian ini. kejelasan yang tercantum, dicetak, atau
ditempelkan di dalam kemasan barang. Ini dapat berupa tulisan, foto, atau kombinasi
keduanya. Salah satu hak konsumen adalah memiliki label yang menunjukkan bahwa
informasinya benar, jelas, dan jujur. Namun, baik bisnis maupun pelanggan tidak
memperhatikan masalah label, terutama yang berkaitan dengan label produk pangan.
Penelitian ini menerapkan metode doktrinal, di mana jenis kajian yang dilakukan
mengeksplorasi perlindungan hukum yang disediakan bagi konsumen produk makanan
sehubungan dengan ketentuan yang tercantum pada label. Sementara itu, analisis data
dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Temuan dari penelitian
ini mengungkapkan bahwa pemberian label pada produk makanan sesuai dengan
regulasi yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan konsumen.
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Abstract

The purpose of this study is to examine the profile of food product consumers and their
legal protection against labeling requirements. This can be in the form of writing,
photographs, or a combination of both. One of the consumer's rights is to have a label
that shows that the information is true, clear, and honest. However, both businesses and
consumers do not pay attention to labeling issues, especially those related to food
product labels. This study applies a doctrinal method, where the type of study conducted
explores the legal protection provided to food product consumers in relation to the
provisions stated on the label. Meanwhile, data analysis was conducted using a
qualitative normative approach. The findings of this study reveal that labeling of food
products in accordance with applicable regulations does not fully fulfill the principles of
consumer protection.
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1. PENDAHULUAN
Hak asasi manusia tercantum memberi manusia makanan." Kita harus makan makanan yang
berkualitas, kaya nutrisi, dan berimbang jika kita ingin kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan

rakyat kita.? Para pengusaha dipasar menawarkan berbagai macam jenis makanan,dengan harga

'Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, Wiwik Afifah, and Sultoni Fikri, “Peran Negara Dalam Menjamin Hak Bebas
DariKelaparan,” Iblam Law Review 2, no. 2 (2022): 98-107, https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.71.
’DjokoWinduP.lrawan,PanganSehat,Aman,Bergizi,Berimbang,BeragamDanHalal Scholar.Archive.Org,2016,
https://scholar.archive.org/work/2xtv4wlikjcutdfciytt3d426u/access/wayback/http://forikes-
ejournal.com/index.php/baf/article/viewFile/236/110.
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Barang yang berkisar dari yang sangat terjangkau hingga yang sangat mahal.®

Produk pangan merujuk pada semua bahan yang berasal dari sumber biologi alami dan dapat
dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta energi mereka. Kategori produk ini
meliputi hasil dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai jenis lainnya.* Produk
pangan mencakup makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi segera setelah proses pengolahan
tertentu, dan sangat penting untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan, dan kesehatan tubuh
manusia secara keseluruhan, selain berfungsi sebagai sumber tenaga.’

Sifat-sifat produk pangan termasuk sifat raga, seperti tekstur, warna, wujud, dan dimensi,yang
berdampak pada energi tarik visual; sifat kimia, seperti komposisi nutrisi, seperti karbohidrat,
protein, lemak, vit, dan mineral; dan sifat mikrobiologis, seperti isi mikroorganisme, yang dapat
mempengaruhi keamanan dan energi simpan produk. Aspek sensoris dari produk pangan, seperti
rasa, aroma, dan kesegaran, sangat memengaruhi keamanan konsumen saat memakannya.®

Label pada produk pangan harus dicantumkan untuk melindungi pelanggan dari tindakanyang
dapat membahayakan mereka.” Produk makanan yang tersedia di pasar sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, selalu ada risiko keamanan pangan, terutama jika produk
tidak memenuhi standar pelabelan, kedaluarsa, atau mengandung bahan yang berbahaya bagi
konsumen.®

Dengan demikian, para pengusaha sebagai entitas bisnis wajib menyematkan informasi yang
tepat dan menyeluruh pada etiket produk makanan agar pembeli dapat memahami dengan baikaspek
kualitas, komposisi, serta keselamatan barang yang mereka peroleh. Hal ini krusial untuk menjaga
hak-hak konsumen serta menghindari praktik bisnis yang membahayakan masyarakat. Berdasarkan
pokok bahasan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut: seperti
apakah gambaran etiket makanan di Pasar Gede Surakarta? Bagaimana mekanisme perlindungan
hukum yang bisa diberikan kepada pembeli di Pasar Gede Surakarta sehubungan dengan penamaan
produk pangan? Adapun sasaran dari kajian ini adalah untuk menentukan ciri-ciri etiket produk
makanan yang tersedia di Pasar Gede Surakarta serta untuk menyediakan perlindungan hukum bagi

pembeli mengenai penyertaan etiket di Pasar Gede Surakarta.
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2.METODE

Riset ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal. Pendekatan ini lebih deskriptif karena bertujuan
untuk menjelaskan secara rinci berbagai hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Misalnya,
penelitian ini akan menjelaskan profil label produk santapan di Pasar Gede Surakarta dan cara
konsumen dapat melindungi diri dari label yang melanggar peraturan. Metode normatif kualitatif
harus digunakan untuk mengevaluasi data yang sudah dikumpulkan dan diproses. Ini berarti bahwa
teori, prinsip, dan standar hukum akan digunakan untuk menafsirkan dan membicarakan informasi

ini.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Profil Label Produk Pangan di Pasar Gede Surakarta
Informasi mengenai produk menjadi suatu keharusan khususnya untuk barang pangan. Etiket pada
kemasan makanan berfungsi untuk menyampaikan detail tersebut. Regulasi yang mengatur
penyertaan etiket meliputi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Peraturan Pemerintah R1 No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta PeraturanBadan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Etiket pada
barang makanan memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan pembeli. Barang makanan yang
diperdagangkan di Pasar Gede Surakarta menjadi fokus kajian ini.

Pasar Gede Surakarta dipilih sebagai situs penelitian mengingat statusnya sebagai salah satu
pusat jual beli tradisional terbesar di Kota Surakarta, serta sebagai arena sirkulasi beragam jenis
makanan, mulai dari hasil industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga

produk olahan dalam skala yang lebih luas..

3.2 Indikatorl: Nama Produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nama produk tercantum secara persentase seratus persen pada
label lima puluh produk makanan. Ini berarti bahwa nama produk tercantum pada label lima puluh
produk makanan. Dan ketentuan tersebut telah dimasukkan sesuai dengan aturan yang diatur dalam
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label dan Iklan Pangan adalah dasar pencantuman ini. Peraturan tersebut harus

mencantumkan nama produk.



3.3 Indikator 2: Bahan yang Digunakan

Dari 50 label produk pangan yang diteliti, 41 (82%) memiliki daftar bahan, sementara 9 (18%)
belum. Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat
(1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 3
ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan tidak
mendasari pencantuman ketentuan tersebut. Peraturan tersebut menetapkan bahwa label produk
pangan harus mencantumkan daftar bahan dan komposisi.

3.4 Indikator 3: Berat/Isi Bersih (Netto)

Dari 50 label produk pangan yang diteliti, 27 dari mereka, atau 54 persen, mencantumkan berat
bersih atau isi bersih, sedangkan 23 dari mereka, atau 46 persen, tidak melakukannya. Pasal 111
ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan tidak mendasari
pencantuman ketentuan tersebut. Peraturan tersebut mewajibkan pencatuman berat bersih pada label

produk pangan.

3.5 Indikator 4: Nama dan Alamat Produsen

Dar1 50 label produk pangan yang ditelit1, 33 (66%) dar1 produk tersebut telah menampilkan nama
dan alamat produsen, sedangkan 17 (34%) dari produk tersebut belum melakukannya secara
lengkap. Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8
ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
tidak mendasar1 pencantuman ketentuan tersebut. Menurut peraturan, nama dan alamat perusahaan
harus disebutkan dengan benar dan sesuai dengan peraturan.

3.6 Indikator 5: Tanggal dan Kode Produksi

Dar1 50 label produk pangan yang ditelits, 11 (atau 22% dar1 total produk) menampilkan tanggal
produksi, sementara 39 (atau 78% dari total produk) tidak melakukannya. Pasal 6 Peraturan BPOM
No.13 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan Pasal 31 ayat (1) dan (20 Pemerintah RI
No.69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan) tidak menjadi dasar untuk mencantumkan kode
produksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.7 Indikator 6: Tanggal Kadaluwarsa

Dar1 50 label produk pangan yang diteliti, 29 (lima puluh delapan persen) mencantumkan tanggal
kedaluwarsa, sedangkan 21 (empat puluh dua persen) tidak. Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 8 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RT Nomor



69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan tidak mendasari pencantuman ketentuan tersebut.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa label produk pangan harus menunjukkan tanggal
kadaluwarsa.

3.8 Indikator 7: Informasi Alergen

Dari lima puluh label produk pangan yang diteliti, sepuluh (10 %) menampilkan informasi tentang
alergen, sedangkan empat puluh (80 %) tidak menampilkan informasi tentang alergen. Pasal 51
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan
Olahan tidak berdasarkan ketentuan tersebut. Peraturan tersebut mewajibkan informasi alergen pada
label produk pangan.

3.9 Indikator 8: Informasi Nilai Gizi

Dari 50 label produk pangan yang diteliti, 15 (tiga puluh persen) mencantumkan informasi nilai
gizi, sedangkan 35 (tujuh puluh persen) tidak. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, serta Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3)
Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, tidak mendasari
pencantuman Kketentuan tersebut. Peraturan tersebut mewajibkan label produk pangan untuk

menunjukkan nilai gizinvya.

3.10 Indikator 9: Aturan Pakai/ Cara Penyajian

Dari 50 label produk pangan yang diteliti, 16 (32%) dari produk tersebut mencantumkan petunjuk
penggunaan atau penyajian, sementara 34 (68%) dari produk tersebut tidak mencantumkan petunjuk
tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, serta Pasal 47 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018
Tentang Label Pangan Olahan Bagian Keempat Keterangan tentang Cara Penggunaan, tidak
mendasari pencantuman ketentuan tersebut. Peraturan tersebut harus mencantumkan peraturan
pakai dan penyajian pada label produk pangan.

3.11 Indikator 10: Aturan Simpan

Dari 50 label produk pangan yang diteliti, 12 (atau 24 persen) mencantumkan metode penyimpanan,
sedangkan 38 (atau 76 persen) tidak mencantumkan metode tersebut. Pasal 40 Peraturan Pemerintah
RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 48 Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan tidak dicantumkan dalam ketentuan

ini. Peraturan tersebut harus mencantumkan aturan tentang penyimpanan pada label produk pangan.



3.12 Indikator 11: Keterangan Halal
Dar1 50 label produk makanan yang diteliti, 35 (tujuh puluh persen) menampilkan label halal,

sedangkan 15 (tiga puluh persen) tidak Pasal 8 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan tidak mendasari pencantuman
ketentuan tersebut. Peraturan ini membuat label makanan harus mengandung keterangan halal.

3.13 Indikator 12: Nomor Izin Beredar (BPOM)

Dar1 50 label produk pangan yang diteliti, 22 (atau 44 persen) menampilkan nomor 1zin edar,
sedangkan 28 (atau 56 persen) tidak. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan (Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018
tentang Label Pangan) tidak mendasari pencantuman ketentuan tersebut. Peraturan tersebut
menetapkan bahwa nomor izin beredar harus tercantum pada label produk pangan.

3.14 Indikator 13: Bahasa Indonesia

Dar1 lima puluh label produk pangan yang diteliti, seratus persen dari semua produk menggunakan
Bahasa Indonesia pada label kemasan mereka. Pasal 8 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, dan Pasal 15 dan 16 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan adalah
sumber dar1 ketentuan in1. Peraturan tersebut mewajibkan label produk pangan berbahasa Indonesia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 50 sampel produk makanan, terungkap bahwa ketentuan
terkait penamaan barang dan penerapan bahasa Indonesia di etiket telah sepenuhnya dipatuhi dan
dinyatakan akurat. Meski demikian, terdapat beberapa inkonsistensi atau kekurangan dalam
penyampaian detail lainnya pada label. Persentase kepatuhan terhadap elemen-etemen pelabelan adalah
sebagai berikut: daftar komponen sebesar 82%, berat netto atau volume netto sebesar 54%, identitas
serta lokasi pembuat sebesar 66%, tanggal pembuatan sebesar 22%, tanggal habis masa sebesar 58%,
keterangan alergi sebesar 80%, data nutrisi sebesar 30%, instruksi pemakaian atau penyajian sebesar
32%, metode penyimpanan sebesar 24%, sertifikat halal sebesar 70%, dan kode izin distribusi sebesar
44%. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah aspek pelabelan masih belum sepenuhnya sesuai

dengan regulasi yang berlaku.



4.2 Saran

Para pengusaha berkewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku, terutama yang menyangkut
penamaan etiket pada produk makanan. Hal ini bertujuan membangun interaksi yang harmonis antara
pengusaha dan pembeli, tanpa mengesampingkan hak serta tanggung jawab konsumen.

Pemerintah beserta lembaga terkait wajib berupaya memberdayakan masyarakat melalui edukasi
mengenai hak dan kewajiban konsumen. Ketiadaan langkah pemerintah dalam menyampaikaninformasi
tersebut menjadi salah satu penyebabnya. Pembeli diimbau untuk lebih teliti dan cermat ketika
mengecek barang makanan yang persyaratan pelabelannya tidak tepat atau tidak ada. Demi
menjalankan hak dan kewajiban konsumen, jangan segan untuk menanyakan dan langsung melaporkan

kepada pedagang jika ditemukan ketidaksesuaian..
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